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Abstrak
Sebagai institusi sosial, sekolah atau pendidikan formal memiliki beberapa fungsi seperti mensosialisasikan nilai-
nilai teknis, intelektual dan sosial kepada generasi muda, mempersiapkan mereka untuk posisi-posisi sosial yang beragam,
dan mengembangkan pemahaman dan teori-teori terkini tentang kehidupan alam dan sosial. Demokrasi merupakan jenis
nilai-nilai sosial dan politis yang dipraktikan atau setidaknya diidealkan oleh banyak negara di dunia. Artikel ini
menganalisa bagaimana pendidikan formal mengembangkan demokrasi di komunitas lokal, komunitas Manggarai, Flores
Barat, Indonesia Timur. Analisa didasarkan pada kajian yang menggunakan review dokumen, observasi, dan interview
dari beberapa informan yang terlibat di pendidikan formal di komunitas tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa
pendidikan formal menunjang demokrasi melalui pelibatan alumni di institusi legislatif dan eksekutif di pemerintahan
lokal, dan tidak melalui pendidikan demokrasi tersurat (eksplisit) di antara penduduk.
Kata kunci: pendidikan, demokrasi
Abstract
As a social institution, schooling or formal education has some social functions, among others, socializing
technical and intellectual and social values to the young generation, preparing them for various social positions and
developing new understanding and theories about natural and social life. Democracy is kind of social and political
values practiced or at least idealized by many countries in the world. This article analyzes how formal education has
developed democracy in a local community, Manggarai community, West Flores, East Indonesia. Analysis was based on
a study using document review and observation and interview several informants who have involved in formal education
in that community. The result of the study shows that formal education increased democracy through the involvement
of alumni in legislative and executive institution of the local government, not by through explicit democracy educating
among the inhabitants.
Key words: education, democracy
PENDAHULUAN
Pendidikan formal di Manggarai mulai
dikembangkan kurang lebih 90 tahun yang lalu
oleh Misi Katolik setelah mendapat mendapat
persetujuan pemerintah kolonial Belanda1.
Awalnya pendidikan formal yang dikembangkan
terutama pendidikan dasar namun sekitar tahun
1950-an2 pendidikan menengah pun mulai
mendapat perhatian juga. Mulai tahun  19683
dibuka sebuah pendidikan tinggi meski hanya untuk
kepentingan internal Gereja Katolik4. Sebagai
sebuah institusi, pendidikan tentu saja mempunyai
fungsi tertentu untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat (Cockerham: 1995, 122). Sehubungan
dengan peran apa saja yang telah ditunjukkan oleh
pendidikan di Manggarai, salah satu pertanyaan
yang muncul adalah sejauh mana pendidikan telah
menjadi wahana untuk memajukan demokrasi?
Sebelum pertanyaan itu dijawab, berikut ini
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sekelumit tentang konfigurasi demokrasi di
Manggarai.
Studi tentang  peranan pendidikan untuk
pengembangan demokrasi di Manggarai
menggunakan metode studi kepustakaan dan
wawancara. Studi kepustakaan terutama berguna
untuk menghimpun informasi tentang sejarah
pendidikan, sementara untuk informasi lainnya
diperoleh dari wawancara ke beberapa tokoh,
khususnya bapak C Ngambut. Hasil analisis atas
data kepustakaan dan wawancara disajikan
berikut ini.
KAJIAN TEORETIS
Konfigurasi demokrasi manggarai
Secara etimologis, demokrasi berarti
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat  dan
untuk rakyat.5 Maksudnya, pemerintahan
berdasarkan persetujuan rakyat yang pada
kenyataannya merupakan bagian masyarakat yang
menerima perintah. Orang yang memerintah tentu
saja jumlahnya sedikit sekali dibanding dengan
jumlah mereka yang diperintah, namun kekuasaan
mereka merupakan mandat yang diberikan oleh
rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat
pemberi mandat tersebut.
Dalam sejarahnya, demokrasi menunjukkan
banyak dimensinya6. Maka untuk menggambarkan
praktek demokrasi di sebuah masyarakat seperti
Manggarai, dimensi-dimensi itu perlu ditonjolkan.
Pengakuan atas hak-hak dasar
Pengakuan atas hak-hak dasar manusia di
bumi Manggarai cukup mendapat tempat. Ada
kasus-kasus7 yang menunjukkan bahwa ada
pelanggaran hak misalnya hak hidup8 namun secara
umum hak-hak dasar itu diakui dan dihormati.
Dalam hal beragama dan berkeyakinan, di
Manggarai tidak ada paksaan untuk menganut
agama tertentu. Statistik9 menunjukkan bahwa
mayoritas penduduk memeluk agama Katolik,
namun hak-hak umat beragama lain sungguh
dihargai. Umat beragama lain yang merupakan
minoritas bisa dengan tentang menjalankan
kewajiban agama mereka tanpa mendapat
gangguan dari umat Katolik. Di Manggarai bisa
dijumpai rumah ibadah agama minoritas yaitu
mesjid, gereja Protestan, klenteng. Pura sepertinya
belum ada, namun hal itu bukan karena mendapat
larangan umat mayoritas. Jadi pluralisme di bidang
agama dan keyakinan diakui dan dipertahankan.
Kerukunan, toleransi serta kerjasama dibina
dengan baik.
Aturan hukum
Hak dasar lain yang diakui adalah hak untuk
diperlakukan sama di depan hukum. Hukum adat
dan nasional sunguh-sungguh menjadi pedoman
hidup masyarakat Manggarai, di samping peraturan
yang dibuat pada tingkat lokal untuk kepentingan
masyarakat sesuai dengan konteksnya. Bila ada
sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara
muyawarah kekeluargaan, maka persoalan dibawa
dan hendak diselesaikan di pengadilan. Memang
ada kasus kekerasan misalnya perang tanding
merebut tanah namun sifatnya kasuistik. Secara
umum penerapan hukum berjalan dengan baik.
Bahwa ketika perkara dibawa ke pengadilan tinggi
masyarakat sulit memperoleh keadilan, hal itu
bukan terutama berkenaan dengan keadilan hukum
melainkan dengan kemampuan ekonomi. Ketika
perkara masih pada tingkat kabupaten, rakyat
masih bisa berjuang memperoleh keadilan hukum,
tetapi sebaliknya ketika perkara dibawa ke
pengadilan tinggi dan nasional, rakyat umumnya
menyerah kepada kebijaksanaan para pejabat
hukum. Sering terjadi salah satu pihak yang
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berperkara tidak menghadiri sidang oleh karena
terbentur biaya. Manakala putusan pengadilan
tinggi dinaggap tidak memenuhi rasa keadilan,
maka masyarakat yang dinyatakan kalah
mengabaikannya dengan berbalik
mempertahankan hak dengan kekuatan fisik melalui
perang tanding di tempat perkara.
Pemilihan Pemimpin
Meski bukan satu-satunya dimensi
demokrasi, pelaksanaan demokrasi yang paling
menonjol di mata rakyat adalah pemilihan pemimpin
baik pada tingkat desa maupun  pada tingkat
kabupaten. Sejak tahun 197410, kepala desa di
Manggarai  dipilih oleh rakyat, kecuali untuk yang
berstatus kelurahan (di kota Ruteng). Hal ini amat
berbeda dengan keadaan sebelumnya di mana
pemimpin desa dan kampung tidak dipilih oleh
rakyat. Pemimpin pada tingkat kampung yang
disebut beo atau golo, umumnya berdasarkan asas
senioritas dan garis keturunan. Pemimpin disebut
tu’a golo11. Dia didampingi oleh tu’a teno yaitu
pemimpin  yang khusus menangani pembagian
tanah ulayat. Mereka ini tidak dipilih melalui
pemberian suara melainkan berdasarkan
penunjukkan langsung oleh satu keturunan. Kepala
membawahi beberapa  beo atau golo. Ia pun tidak
dipilih oleh rakyat banyak, tetapi berdasarkan
penunjukkan oleh pemerintahan di atas yang
disebut dalu dan mendapat persetujuan begitu saja
dari rakyat. Sebelum pemerintahan oleh kepala
ini diperkenalkan, pemerintahan di atas beo atau
golo adalah gelarang, di atasnya adalah dalu dan
untuk tingkat Manggarai pemimpinnya disebut raja.
Semua pemimpin ini tidak dipilih secara demokratis
oleh rakyat melainkan berdasarkan penunjukkan.
Namun sesudah tahun 1974, Kepala Desa (desa
membawahi beberapa beo) dipilih secara langusng
oleh rakyat sementara pimpinan kecamatan dan
kabupaten tidak dipilih oleh rakyat. Sebaliknya
pimpinan kabupaten dipilih oleh Dewan
Perwakilan Daerah (DPRD II). Sekarang, Bupati
dipilih langsung oleh rakyat, demikian pula
pimpinan desa dan kampung, sementara Camat
tidak demikian.
Nampaknya sudah ada peningkatan dalam
pelaksanaan demokrasi sebab pimpinan eksekutif
baik pada tingkat desa maupun kabupaten dipilih
secara langsung oleh rakyat, tidak lagi diserahkan
kepada wakil-wakil mereka di dewan12. Anggota
dewan yang dipilih secara demokratis melalui
pemilihan multi partai tidak berhak lagi memilih
bupati seperti merupakan kebiasaan sebelumnya,
mereka hanya menjalankan fungsi-fungsi dewan
dalam hal legislasi, anggaran dan kontrol
pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi perlu
dicatat bahwa pelaksanaan demokrasi masih
bermasalah berkenaan dengan pemilihan anggota
dewan dan pencalonan bupati kepala daerah.
Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, dicatat dalam
sejarah tentang adanya dugaan “money politics”
oleh partai politik dan calon legislatif. Istilah
“serangan fajar”, “uang rokok” “uang terima kasih”
sering disebut sebagai tanda adanya praktek
politik uang dalam pemilihan legislatif. Berkenaan
dengan pencalonan eksekutif di tingkat desa, sama
sekali tidak terdengar adanya dugaan money poli-
tics (oleh karena secara ekonomis tidak mampu),
namun primordialisme klen dan kampung
mewarnai pemilihan. Persaingan antar klen
(keturunan) terjadi bila calon berasal dari klen-
klen yang menonjol di desa bersangkutan.
Primordialisme kampung terjadi, jika tidak muncul
primordialisme klen. Mengapa hal ini tidak ideal
untuk pertumbuhan demokrasi? Sering
argumentasi pilihan didasarkan atas “ siapa dan
dari mana ia berasal” bukan atas dasar seberapa
mampu orang yang bersangkutan mempunyai
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kapabilitas untuk memimpin sehingga desa akan
memperoleh kemajuan di masa depan. Pada
tingkat kabupaten, demokrasi sepertinya juga akan
dinodai oleh primordialisme seperti pada tingkat
desa ditambah money politics. Pada tahap
pemilihan, money politics diduga  dilakukan oleh
kandidat, sementara pada tahap penjaringan dan
penyaringan serta pencalonan money politics
diduga dilakukan baik oleh partai maupun oleh
kandidat. Istilah yang dipakai oleh partai untuk
membela diri dari tuduhan money politics adalah
bahwa permintaan akan uang oleh partai tidak lebih
dari upaya menutup “cost politics”. Partai
membutuhkan biaya untuk pertemuan dalam
rangka penyaringan dan pencalonan, maka
kandidat diwajibkan menanggung sebagian atau
seluruh biaya. Pengalaman penulis sendiri dalam
proses penjaringan dan penyaringan mendukung
argumentasi seperti itu. Sebaliknya, di pihak
kandidat, supaya dapat suara atau dukungan, perlu
ada partisisipasi dalam memikul beban partai.
Memang susah untuk memperlihatkan praktek
money politics, namun sulit juga untuk menganggap
hal itu tidak ada. Pertanyaan kritis biasanya muncul
berkenaan dengan dampak dari praktek
“partisipasi memikul beban politik” dalam
pelaksanaan pemerintahan di kemudian hari.
Pertanyaan yang biasa diajukan rakyat “Apakah
para kandidat sunggu-sungguh bermodal, sehingga
mereka dengan mudah membagi (bahkan terkesan
menghamburkan) uang kepada tim sukses dan
masyarakat? Jika  modal itu modal sendiri,
bagaimana bisa kandidat berlatarbelakang PNS
bisa mempunyai uang sebanyak itu? Jika modal
yang mereka pakai adalah modal pinjaman,
bagaimana nant inya merreka dapat
mengembalikannya? Apa nanti mereka tidak akan
melakukan korupsi guna mengembalikan uang
yang telah dipijam. Jika korupsi, itu berarti rakyat
akan diterlantarkan”. Pertanyaan dan komentar
seperti itu biasanya oleh kandidat dianggap sepi.
Benarlah kata pepatah: “Anjing menggonggong,
kafilah jalan terus”.
Budaya demokratis
Budaya demokratis adalah kebiasaan untuk
mempraktekkan demokrasi dalam pengambilan
keputusan yang berdampak pada kepentingan
bersama. Seperti dikatakan sebelumnya, pemimpin
pada tingkat beo atau golo sebelum tahun 1974
tidak dipilih oleh rakyat, demikian pula pada tingkat
desa. Namun kepemimpinan dijalankan secara
demokrat is13. Keputusan diambil secara
musyawarah, bukan sewenang-wenang. Itu berarti
rakyat Manggarai sudah mengenal cara-cara
demokratis dalam pengambilan keputusan. Setelah
tahun 1974, pengambil keputusan secara
demokratis itu semakin diperluas, sebab pada
tingkat desa sudah ada utusan kampung yang
berembug tentang berbagai hal yang berkenaan
dengan kepentingan desa. Pada tingkat kecamatan
dan kabupaten, rakyat tidak secara langsung
berpartisipasi dalam pembahasan dan pengambilan
keputusan penting berhubungan dengan
masyarakat Manggarai. Hal itu dilakukan oleh
wakil-wakil rakyat di Dewan. Singkatnya, budaya
demokrasi itu bertumbuh dan berkembang.
Budaya demokratis di Manggarai semakin
berkembang juga berkat adanya partisipasi swasta
khususnya melalui kehadiran organisasi
keagamaan. Terasa sekali bahwa keputusan
menyangkut banyak hal oleh pemerintah sensitif
keagamaan, khususnya Gereja Katolik. Hal ini bisa
dipahami sebab pembaharuan masyarakat
Manggarai pada awalnya dimotori oleh Gereja
Katolik melalui para misionarisnya. Hirarki Gereja
Katolik sangat kuat dan menjangkau seluruh
Manggarai maka amat berpengaruh dalam
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menentukan hidup rakyat banyak. Karena itu
pemerintah mau tidak mau memperhitungkan suara
Gereja Katolik. Bahkan ada tuduhan bahwa
pemerintah sudah tidak independen terhadap
Gereja Katolik, dan Gereja Katolik sudah
kehilangan fungsi kritis kenabiannya oleh karena
“berselingkuh” dengan pemerintah14. Sejauh mana
kebenaran tuduhan itu, tidak dikaji dalam tulisan
ini. Namun hal itu telah menunjukkan dengan jelas
betapa pemerintah Manggarai sangat
memperhitungkan suarga Gereja Katolik sebab
di baliknya ada umat mayoritas.
Faktor penunjang lain bagi tumbuhnya
budaya demokrasi di Manggarai adalah media
massa. Di Manggarai ada radio pemerintah tetapi
juga saat ini ada radio swasta. Radio pemerintah
memberi informasi pembangunan dan kepentingan
sosial lainnya, sementara radio swasta tidak hanya
menjadi pemberi informasi tetapi juga menjadi
kekuatan kritis terhadap perkembangan sosial
budaya dan kebijakan pembangunan oleh
pemerintah. Kehadiran media cetak juga turut
meramaikan demokrasi dengan fungsi informatif
dan transformatifnya. Kadang terasa bahwa koran
tertentu menyuarakan kepentingan orang,
kelompok atau golongan tertentu saja, jadi
berpihak. Namun hal itu tidak menghambat upaya
peningkatan demokratisasi rakyat, sebab
bagaimana pun rakyat juga bersikap kritis terhadap
media cetak seperti itu. Media elektronik juga
berkembang pesat. Televisi bisa ditemukan di
banyak tempat, padahal gejala serupa belum
ditemukan misalnya dua puluhan tahun yang lalu.
Namun perlu dicatat bahwa dalam hal televisi
masyarakat Manggarai hanya bisa menjadi
konsumen televisi nasional baik pemerintah
maupun swasta. Catatan lainnya ialah bahwa
kehadiran video cukup meresahkan sebab
dianggap bisa merusak tatanan moral-religius
masyarakat Manggarai.
Rasanya belum lengkap apabila belum
dikemukakan tentang sejauh mana masyarakat sipil
Manggarai benar-benar tumbuh dan bisa
mengimbangi birokrasi pemerintah. Banyak LSM
yang hadir dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Bidang minat dan aktivitas mereka beragam, baik
di politik dan hukum maupun di bidang sosial
ekonomi dan budaya. Namun dampak kehadiran
mereka belum begitu besar bagi perkembangan
masyarakat secara keseluruhan oleh karena
kekuatan tawar-menawarnya terhadap pemerintah
dan kekuatan finansial yang mereka miliki masih
terbatas. Kebanyakan LSM bergantung pada do-
nor, maka aktivitas mereka akan berhenti ketika
donor menghentikan kucuran dananya.
Demokrasi dan pemerintahan
Salah satu tolok ukur untuk menentukan
apakah demokrasi di sebuah masyarakat dinilai
berkembang adalah ciri demokrat is
pemerintahannya. Pertanyaan penting: sejauh mana
pemerintahan dalam kiprahnya sungguh-sungguh
melibatkan rakyat dalam proses pengambilan
keputusan penting yang mempunyai pengaruh
terhadap kehidupan rakyat banyak. Berkenaan
dengan ini, pemerintah Manggarai terasa masih
kurang demokratis. Hal ini bisa dipahami oleh
karena pemerintah Manggarai bukan hanya
merupakan bagian integral dari pemerintahan
nasional Indonesia, tetapi memang juga amat sangat
tergantung kepada pemerintah pusat dalam hal
dana. Sebagai bagian integral pemerintah nasional,
pemerintah Manggarai tentu saja memperhatikan
apa yang menjadi aturan bermain nasional yang
sudah ditentukan dari atas. Dalam hal undang-
undang misalnya, pemerintah kabupaten tentu
mememperhatikan peraturan nasional, dan ia hanya
boleh membuat peraturan sendiri sejauh tidak
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bertentangan dengan peraturan nasional itu. Dalam
hal ini pemerintah kabupaten tidak banyak meminta
persetujuan dari rakyat banyak maupun wakilnya
di dewan.
Ketergantungan pemerintah kabupaten sangat
menonjol dalam dana pembangunan baik rutin
maupun anggaran khusus. Dari seluruh anggaran
tahunan, PAD (Pendapatan Asli Daerah) belum bisa
melampaui 5%15. Dengan kata lain,
ketergantungannya sangat tinggi kepada pemerintah
pusat. Maka tidak mengherankan bahwa dalam
proses pembangunan, pemerintah sangat
memperhatikan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan
juknis (petunjuk teknis) pemerintah yang di atasnya
baik propinsi mapun nasional. Bisa ditemukan bahwa
rakyat, dalam hal ini desa, dilibatkan dalam proses
perencanaan pembangunan desa, namun hal ini masih
mengecewakan oleh karena apa yang telah
disampaikan oleh desa dalam musrembang atau di
tahun 2000-an dikenal istilah rakorbang (rapat
koordinasi pembangunan) tingkat kecamatan dan
kabupaten pada akhirnya tidak mendapat perhatian
pemerintah kabupaten. Apa yang diutamakan adalah
rencana yang telah disusun oleh Bappeda (Badan
Perancang Pembangunan Daerah).
PEMBAHASAN
Dalam bagian II telah digambarkan secara
sangat singkat konfigurasi demokrasi di Manggarai
dewasa ini. Gambaran seperti itu tentu saja agak
menyederhanakan masalahnya, namun rasanya
cukup untuk sedikit memperoleh gambaran. Berikut
ini adalah analisis tentang hubungan antara
pendidikan dan pengembangan demokrasi di
Manggarai dengan pertanyaan pokok: sejauh mana
pendidikan formal berperan memajukan
demokrasi di Manggarai?
Pendidikan untuk Demokrasi atau Demokrasi
untuk Pendidikan? Dalam tulisan ini demokrasi
ditempatkan sebagai variabel dependen dan
pendidikan sebagai variabel independen.
Masalah muncul: bukankah pendidikan itu sendiri
merupakan hasil demokrasi? Kedua, bukankah
demokrasi itu hasil banyak faktor terutama
perjuangan politik nasional dan berimbas ke
Manggarai, dan bukan hanya hasil pendidikan?
Bahkan menilik data tentang tingkat pendidikan
penduduk, justru muncul skeptisisme bahwa
pendidikan bisa memainkan perannya bagi
kemajuan demokrasi di Manggarai.
Pertama, benar bahwa pendidikan di
Manggarai merupakan hasil perjuangan
demokrasi. Pendidikan oleh pemerintah kolonial
diperkenalkan di tanah jajahan (baca: Indone-
sia) selain untuk kepentingan pemerintah
kolonial16 itu sendiri, juga merupakan bukti hasil
perjuangan demokrasi di negeri Belanda. Maka
ketika lembaga swasta seperti Gereja Katolik
menyatakan kesediaannya untuk menangani
pendidikan di Manggarai, pemerintah kolonial
menyetujuinya, bahkan membantu Misi Katolik
dari segi dana.17 Jadi pendidikan di Manggarai
dari segi ini merupakan variabel dependen.
Namun demikian, hubungan seperti itu tidak
menjadi obyek pembahasan tulisan ini. Apa yang
hendak ditunjukkan adalah sejauh mana
pendidikan yang merupakan hasil demokrasi
akhirnya menjadi faktor kunci untuk memajukan
demokrasi itu sendiri.
Kedua, demokrasi di Indonesia pada
mulanya merupakan hasil keputusan politik baik
pada zaman pemerintahan kolonial Belanda
(politik etik) maupun dan terlebih pada zaman
pemerintahan nasional. Namun dalam
pelaksanaannya di Manggarai, ada dimensi
demokrasi yang bukan merupakan derivasi
keputusan politik nasional begitu saja melainkan
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merupakan hasil keputusan lokal. Benar pula
bahwa banyak faktor lain yang ikut berperan dalam
mengembangkan demokrasi di Manggarai, seperti
faktor pemerintah pusat, media massa dll.
Pendidikan memang bukan satu-satunya faktor
yang berperan, namun sebaliknya bisa juga
dikatakan bahwa bagaimana pun mungkin tanpa
pendidikan faktor-faktor lain itu tidak akan efektif
memajukan demokrasi. Ketiga, bisa dimengerti jika
muncul keraguan akan kemampuan pendidikan di
Manggarai untuk menghasilkan demokrasi
sebagaimana sudah dilukiskan di depan. Statistik18
mencatat bahwa kebanyakan (84,26%) penduduk
berusia 10 tahun ke atas berpendidikan rendah
(SD ke bawah). Mampukah penduduk seperti ini
memajukan demokrasi? Akan tetapi, dalam hal
tertentu, kendati berpendidikan rendah mereka
bisa mewarnai pelaksanaan demokrasi. Misalnya
dalam pemilihan anggota legislatif atau pilkada,
suara mereka yang berpendidikan rendah tentu
saja turut menentukan hasil pemilihan. Namun lebih
penting adalah bahwa dalam sejarah
perkembangan demokrasi di Manggarai,
pendidikan turut memainkan perannya.
Pendidikan mempunyai peranan dalam
mengembangkan demokrasi di Manggarai dapat
dibaca antara lain melalui gejala yang untuk
mudahnya disebut ‘Ngambut event’. Constantinus
Ngambut merupakan salah putera Manggarai yang
pernah menjadi orang nomor satu di Manggarai.
Setelah beberapa tahun menjabat sebagai Raja
Muda Wakil Raja, pada tahun 1949 ia  mewarisi
tachta yang ditinggalkan Raja Baroek. Pada tahun
itu juga ada kebijakan nasional menyangkut
pemerintahan. Daerah-daerah yang berbentuk
kerajaan ditanya apakah mau memilih status
Daerah Istimewa (seperti Yogyakarta sekarang ini)
atau daerah biasa. Meski sedang memangku
jabatan sebagai raja, Ngambut memilih daerah
biasa yang pada tahun 1950-an disebut daerah
Swapraja dan bukan Daerah Istimewa. Mengapa
demikian?
Pertimbangan saya pada waktu itu cukup
realistis. Ada satu resiko besar kalau membentuk
Daerah Istimewa, yaitu soal dana pembangunan
daerah kita. Apa kita sanggup? Sanggup untuk
tidak tergantung kepada pusat? Saya realistis dan
bersikap pragmatis. Sikap saya yang radikal waktu
itu mendapat tentangan keras dari Raja-raja di
Flores; sebab saya dinilai terlalu cepat memberikan
pernyataan menolak Daerah Istimewa.19
Berdasarkan kutipan hasil wawancara
dengan beliau itu nampak bahwa penolakan
terhadap status Daerah Istimewa lebih karena
masalah dana pembangunan. Namun ketika
penulis sendiri mewawancarainya di Waçrçca,
Manggarai Timur, dikemukakannya bahwa apabila
Manggarai merupakan Daerah Istimewa maka
Manggarai akan diperintah oleh orang-orang yang
berasal dari keturunan tertentu yang disebut
turunan Keraçng. Masalah yang akan timbul
adalah figur. Selama dari keturunan yang
memerintah itu muncul orang yang bisa menjadi
pemimpin dan dapat memajukan Manggarai maka
Manggarai tidak menghadapi masalah. Namun
ketika dari keturunan itu tidak ada yang bisa
memimpin, tetapi karena keharusan status diberi
wewenang untuk memimpin, maka Manggarai
menghadapi persoalan besar. Dengan memilih
daerah biasa, maka terbukalah kesempatan untuk
siapa saja di Manggarai untuk memimpin
Manggarai sejauh mereka menunjukkan
kapabilitasnya. Maka pemimpin yang terjaring dan
tersaring diharapkan merupakan kandidat unggul,
sebab orang seperti mereka itu saja yang mampu
membangun Manggarai yang masih terkebelakang
dalam segala bidang kehidupan. Suatu keputusan
yang visioner dari seorang Ngambut demi
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kepentingan Manggarai secara keseluruhan meski
tidak menguntungkan kepentingan keturunan
Keraçng. Mengapa ia bisa sampai kepada
pandangan yang visioner seperti itu? Bisa diduga
kuat bahwa hal itu dimungkinkan oleh karena
pendidikan yang telah diperolehnya20. Selama
dalam pendidikan itu ia bergaul dengan banyak
orang yang berasal dari berbagai bagian
Manggarai, bahkan dari daerah lain di wilayah In-
donesia Timur. Untuk zaman itu merupakan or-
ang-orang langka. Mereka itu menunjukkan
kemampuan yang luar biasa. Maka Ngambut
berpendapat bahwa Manggarai bisa memperoleh
banyak calon pemimpin berkualitas dari wilayahnya
sendiri. Kemampuan mereka tentu saja akan
berguna Manggarai apabila mereka diberikan
kesempatan untuk menjadi pemimpin. Apa yang
diharapkan Ngambut sudah terwujud sejak saat
itu juga sebab pada masa Swapraja itu, beberapa
orang terpelajar dari keturunan non-kraçng ikut
dalam pemerintahan Swapraja di mana Ngambut
merupakan kepala.21 Keputusan Ngambut
dianggap berani, dan sejarah mencatatnya sebagai
tokoh yang memperjuangkan pemerintahan
demokratis.
Munculnya tokoh demokrasi di beberapa
bidang kehidupan. Sudah sejak zaman Ngambut
beberapa orang yang berpendidikan ikut
menjalankan pemerintahan di Manggarai sebagai
DPS (Dewan Pemerintahan Swapraja). Mereka
dapat duduk dalam pemerintahan karena mereka
mempunyai latarbelakang pendidikan yang cukup.
Dalam perkembangan lebih lanjut pemerintahan di
Manggarai, mereka yang duduk di birokrasi adalah
mereka yang berpendidikan lumayan.
Perlu juga dikemukakan bahwa banyak
tokoh demokrasi muncul di berbagai bidang
kehidupan lain dengan berbekalkan pendidikan
formal yang memadai. Seperti dikemukakan
sebelumnya, demokrasi di Manggarai bertumbuh-
kembang berkat adanya media massa, organisasi-
organisasi non pemerintah, lembaga demokrasi
seperti partai-partai. Semua pilar demokrasi itu
memerlukan tenaga-tenaga terdidik. Tanpa
pendidikan tidak mungkin pers berkembang
dengan baik. Pendidikan menyediakan tenaga
yang bisa menulis berita dan artikel, bisa mengedit
tulisan, bisa melakukan wawancara dan juga untuk
menerbitkan koran serta menjaga keberlangsungan
hidupnya. Tanpa pendidikan tidak mungkin sebuah
partai politik bisa menjalankan fungsinya untuk
legislasi, menentukan anggaran dan mengontrol
jalannya pemerintahan sehingga lebih demokratis.
Dalam sejarah perpolitikan di Manggarai muncul
beberapa tokoh politik handal. Mereka bisa
menjadi demikian karena mereka mempunyai
latarbelakang pendidikan yang memadai, baik dari
segi watak maupun dari segi intelektual.
Perlu dikemukakan pula bahwa pendidikan
sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan
wahana menghasilkan tenaga terdidik untuk
berbagai bidang kehidupan pada gilirannya
pelaksana dan pendukung demokratisasi. Tanpa
sendiri mempunyai pendidikan yang memadai,
seseorang tidak mungkin bisa dan boleh berprofesi
sebagai guru. Mungkin cukup unik di Manggarai
bahwa kebanyakan politikus kenamaan justru
pada mulanya berprofesi sebagai guru. Hal ini bisa
dipahami oleh karena pada awal kemederdekaan
Indonesia, pendidikan yang dikembangkan dengan
baik di Manggarai adalah pendidikan guru yang
tujuan utamanya adalah untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan dasar.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pertama, uraian terdahulu telah
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memperlihatkan bahwa Manggarai umumnya
mengembangkan kehidupan demokratis di
berbagai bidang kehidupan kendati belum
sempurna. Juga ditunjukkan bagaimana pendidikan
di Manggarai telah berperan dalam memajukan
demokrasi. Meski bukan satu-satunya faktor
namun tanpa pendidikan rasanya sulit untuk
mengharapkan sebuah demokratisasi akan
berlangsung cepat dan mantap.
Kedua, pendidikan dapat memainkan
perannya untuk proses demokratisasi dengan
berfungsi sebagai wadah sosialisasi nilai-nilai
demokratis sehingga dalam diri anak didik tercipta
sikap demokratis dan kemudian membuahkan
praksis demokrasi sebagaimana telah ditunjukkan
oleh Ngambut dan kawan-kawannya.
Ketiga, pendidikan dapat menghasilkan or-
ang-orang yang bisa berjuang untuk kepentingan
demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan
seperti pemerintahan, Gereja Katolik, pers, LSM
dll.
Saran
Pertama, melihat fungsinya22, pengembangan
pendidikan merupakan sebuah keharusan.
Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh
seseorang, diharapkan semakin mampu berkiprah
sebagai pejuang demokrasi. Maka dari itu perlu
ada upaya serius untuk meningkatkan pendidikan
rakyat oleh semua pihak khususnya oleh
pemerintah.
Kedua, mengingat kemampuan ekonomis
masyarakat Manggarai masih rendah, pemerintah
sebaiknya berupaya keras untuk mendukung
dengan kebijakan-kebijakan yang bisa
memungkinkan sebanyak mungkin anak muda bisa
memperoleh pendidikan minimal sampai sekolah
lanjutan tingkat atas.
Ketiga, diharapkan bahwa dalam 5 atau 10
tahun mendatang semakin banyak penduduk
berumur 10 tahun ke atas yang memperoleh
pendidikan lebih dari sekolah dasar saja. Kiranya
data statistik tidak akan lagi memperlihatkan angka
mayoritas penduduk 10 tahun ke atas dengan
pendidikan hanya sampai tingkat SD. Apabila
tingkat pendidikan penduduk meningkat,
pelaksanaan demokrasi akan menjadi lebih baik
lagi.
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(Footnotes)
1 Persetujuan tercermin dari perjanjian yang disebut
Flores/Soemba Regeling yang isi umumnya
adalah bahwa Misi (Katolik) dan Zending
(Protestan) mendirikan sekolah di wilayah
mereka masing-masing dan pemerintah yang
menanggung gaji dan biaya lainnya, lihat
Toda (1999)
Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi
2 Lihat Yan van Roosmalen, Pendidikan Manggarai
Dalam Konteks Sistem Nilai Dunia Ketiga
dalam Hagul (1989) Manggarai: Kemarin,
Hari Ini dan Esok. Ruteng
3 Semula sekolah itu bernama APK (Akademi
Pendidikan Katekis), kemudian menjadi
STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan  dan Ilmu
Pendidikan) dengan salah satu jurusan
adalah Kateketik. Tujuannya adalah
menghasilkan tenaga pengajar agama katolik
untuk sekolah dasar dan menengah
4 Gereja Katolik berkepentingan untuk
menyebarluaskan agama Katolik di
Manggarai, untuk itu dibutuhkan tenaga
katekis yang terdidik baik
5 Merupakan kutipan ucapan Abraham Lincoln
yang amat terkenal; Lihat Budi Prayitno
Apakah Demokrasi Itu (terj) 1991, hal 6
6 Lihat Budi Prayitno Apakah Demokrasi Itu (terj.):
1991, hal 6
7 Dengan kasus dimaksudkan kejadian berupa
konflik tanah yang diselesaikan dengan
perangtanding atau konflik antara aparat
pemerintah dan masyarakat yang berakibat
pada jatuhnya korban termasuk meninggal
dunia
8 Terakhir adalah kasus disebut
10 Maret (Rabu) Kelabu . Pada waktu itu massa
dari Colol, Manggarai Timur, mendatangi
markas Polres Manggarai dengan maksud
memohon pembebasan 7 warga yang
beberapa hari sebelumnya ditahan polisi
dengan sangkaan merusak hutan. Dalam
interaksi antara massa dan polisi yang
berujung pada penyerangan dengan akibat
beberapa warga mati di tempat kena peluru
tajam, sementara lainnya meninggal di rumah
sakit, belasan menderita cedera.
9 Manggarai dalam angka ______________
10 Berdasarkan Undang-Undang Pokok
Pemerintahan di Daerah, tahun 1974
11 Tentang pemerintahan semacam ini lihat antara
lain Anthony Bagul Dagur 2004, hal 3
12 Hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang
No.32 Tahun 2004
13 Lihat Robert M.Z Lawang (1989) dan Ludo
Syukur
‘Kepemimpinan Tradisional Manggarai
’ dalam Hagul 1989, hal 95
14 Hal ini pernah menjadi polemik dalam
HIDUP
, majalan nasional internal Gereja Katolik
Indonesia
15 Laporan pertanggungjawaban Bupati Manggarai
2002, 2003
16 lihat Wardiman Djojonegoro (1996)
Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan di
Indonesia.
17 Dicantumkan dalam perjanjian antara Misi
(Katolik) & Zending (Protestan) dan
Pemerintah Belanda di Indonesia, dikenal
sebagai
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Flores/Soemba Regeling
18 Manggarai Dalam Angka 2003
19 Kutipan wawancara dengan Bapak Constantinus
Ngambut, lihat Hagul 1989, hal 45
20 Pendidikan yang ditempuhnya pada zaman
Belanda adalah: tahun 1927 masuk schakel
school di Ndao-Ende,
Flores
; Tahun 1934 studi ke OSVIA (Opleiding School
Voor Inlandsche Ambtenaar) di Makasar,
sekolahkhusus untuk raja-raja
21 Meski ia masih menjabat sebagai raja
Manggarai, ia dipercayakan untuk menjadi
kepala pemerintahan Swapraja
22 Fungsi pendidikan dibedakan menjadi fungsi
sosialisasi (penyampai ilmu dan
pengetahuan), alokasi (menghasilkan tenaga
yang bisa menduduki posisi dalam
masyarakat) dan fungsi legitimasi (memberi
kemampuan untuk melakukan perubahan
dalam masyarakat)
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